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RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI KABUPATEN WONOGTIRI,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63
ayat (3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang
Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi setiap 5 (Lima)
Tahun ;

untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional Tahun
2021-2024, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah
Kabupaten Wonogiri 2021-2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Wonogiri Tahun
2021-2026;

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950, Nomer 42} ;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6001);
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Nasional (RPJMN)} Tahun 2020-2024;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor
124/M.PPN/HK/10/2021 Tahun 2018 tentang
Penetapan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun 2021-
2024. Q,



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKS! DAERAH
PANGAN DAN GIZI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021-
2026.

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenganan daerah.

S. Badan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan
pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA dan LITBANG adalah
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan
daerah dan penelitian dan pengembangan.

6. Pembangunan Daerah adalah serangkaian penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di Kabupaten Wonogiri.

7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Wonogiri yang
selanjutnya disingkat RAD - PG Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026
adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Pembangunan Pangan dan
Gizi Tahun 2021 2026 .
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BAB 11

RAD-PG
Pasal 2

RAD - PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan
untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi
masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam mendukung pelaksanaan
Pembangunan Daerah pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dalam
bentuk arah kebijakan , strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3
(1) Sistematika RAD - PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , terdiri dari :
a. BABI : Pendahuluan
b. BAB II : Analisis Situasi
c. BABIII : Rencana Aksi Pangan dan Gizi
d. BAB IV : Pelaksanaan Rencana Aksi
e. BABYV : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
f. BAB VI : Penutup




(2) Dokumen RAD - PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja
dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah
dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi
masyarakat di Daerah.

BAB 111

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD
PG.

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD - PG sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

P__A Ppdatanggal 27 Desgmber 2022
BURATI WONOGIRI,

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember. 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
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